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ABSTRAK 
NAMA : ANDI LOLO BINTANG 
NIM  : 10400114059 
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN 
NEGERI PANGKAJENE MENGENAI KESEPAKATAN 
DIVERSI PERKARA ANAK KOFLIK HUKUM (Pendekatan 
Kasus Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pkj) 
 Penelitian ini membahas penetapan diversi terhadap perkara anak konflik 
hukum pada pengadilan negeri pangkajene, dan penerapan sanksi yang diberikan 
kepada pihak yang tidak melaksanakan penerapan hukum tentang diversi terhadap 
perkara anak konflik hukum di pengadilan negeri pangkajene. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan diversi terhadap perkara anak 
konflik hukum  pada pengadilan negeri pangkajene, dan penerapan sanksi yang 
diberikan kepada pihak yang tidak melaksanakan penerapan hukum tentang diversi 
terhadap perkara anak konflik hukum di pengadilan  negeri pangkajene. 
Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. 
adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain 
adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian 
lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
kenyataannya di masyarakat.  
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penetapan diversi terhadap perkara 
anak konflik hokum pada pengadilan negeri pangkajene (pendekatan kasus penetapan 
nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pkj) yaitu hakim wajib mengupayakan diversi 
paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengdilan  negeri sebagai hakim. 
Adapun penerapan sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak melaksanakan 
penetapan hukum tentang diversi terhadap Perkara anak konflik hukum di Pengadilan 
Pangkajene yaitu tahap atau proses persidangan akan tetap berlanjut. 
Impikasi dari penelitian ini, lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan 
penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum 
dikategorikan sebagai subjek hokum, oleh sebab itu adanya proses diversi dalam 
undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perkara 
pidana anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan 
martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan 
hukum dalam  sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.1 
Selanjutnya anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar 
setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 
fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya 
perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahtraan anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi 
dan rasisme.2 
Dalam pandangan Islam, pada kenyataannya Islam sangat mencela kekerasan 
terlebih pada anak-anak.Agar anak nerkembang dengan baik dan optimal mereka 
perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran, ini akan 
menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan 
memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah 
                                                          
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 (Tentang Sistem Peradilan Anak) 
(Yokyakarta: Pustaka Mahardika, 2017). 
2http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-
anak-dan-perubahan/ Senin 02 April 2018 Waktu 18.50 
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memberikan pakaian perlindungan pada anaknya, sehingga mereka hidup mandiri 
dan mampu menghadapi persoalan- persoalan  yang menimpa mereka. Nabi saw 
bersabda: “Tidak ada suatu pemberian yang paling baikdari orang tua pada anaknya 
kecuali pendidikan yang baik”. 
Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan 
negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang 
berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya .3 
Apabila kita dapat melihat keseluruhan kerangka bernegara Indonesia, 
mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas dan mampu 
memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara 1945. Akan tetapi permasalahan terbesar yang ada di Indonesia menyangkut 
tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah UU No.3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun 
sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan 
anak (dalam bahasa UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) sebagai anak 
yang berhaadapan dengan hukum.4 
 Sahabat Nabi Muhammad saw. Umar ra pernah berkata: “Barang siapa yang 
ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”. Kata 
bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah element yang sangat penting dalam 
menentukan masa depan bangsa. Anak adalah chikal bakal pemuda,oleh karena itu 
                                                          
3Muhammad zaki, perlindungan anak dalam perspektif islam (Lampung: Asas vol.6, no.2, 
2014), h.9. 
4M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 
Pidana Anak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.3. 
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penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai 
memunculkan stigmatisasi atau labellingdan kurangnya atau bahkan ketiadaan 
pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka yang dapat 
menjadi pemuda yang berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk 
menyepakati model penanganan dengan hukum, seperti yang dijelaskan pada QS aL-
Hujurat/49:9/10 
βÎ) uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø%$# (#θ ßsÎ= ô¹r'sù $ yϑ åκ s]÷t/ ( .βÎ*sù ôM tót/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n? tã 3“t ÷z W{$# (#θ è= ÏG≈s)sù ÉL ©9$#  Èö ö7s? 
4 ®Lym uþ’ Å∀s? #’ n< Î) Ì øΒr& «!$# 4 βÎ*sù ôN u!$ sù (#θ ßsÎ= ô¹r'sù $ yϑ åκ s]÷t/ ÉΑô‰yè ø9$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# = Ïtä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪   
$ yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ×οuθ ÷zÎ) (#θ ßsÎ= ô¹ r'sù t ÷ t/ ö/ ä3÷ƒuθ yz r& 4 (#θ à)¨? $#uρ ©!$# ÷/ ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqö è? ∩⊇⊃∪    
Terjemahannya: 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya!tapi kalau yang satu melanggar 
Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 
Berlaku adil.Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara.sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”5 
 
Tafsirnya:  
Sa’id ibnu Jubair menceritakan bahwa orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj 
terlibat dalam suatu perkelahian memakai pelepah kurma dan terompah, maka Allah 
swt. Menurunkan ayat ini dan memerintahkan kepada Nabi saw. Untuk 
mendamaikan kedua belah pihak. 
 
Pada norma tersebut diatas serta sesuai dengan filosofis penyusunan undang-
undang sistem peradilan pidana anak dapat dimaknai bahwa perintah yang terdapat 
yaitu sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan 
                                                          
5Yayasan Wakaf Al-Qur’an Suara Hidayatullah, Al-qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: 
PT. Lentera Jaya Abadi, 2011),h. 512. 
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restorative justice, perlindungan harkat dan martabat anak serbagai bagian dari 
filosofi sistem peradilan pidana anak pelaksanaannya yaitu melalui konsep keadilan 
restorative dan diversi yang harus didukung dengan struktur hukum yang  dapat 
memahami serta memaknai keadilan restorative dan diversi secara filosofis.6 
Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, untuk 
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari negara lain.7 
Setiap anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuiai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, 
memperoleh bantuan hokum dan bantuan lain secara efektif, melakukan 
kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 
lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya.8 
Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-
haknya. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat 
pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar 
                                                          
6Aswanto, Hukum dan Kekuasaan (Yogyakarta: Mahakarya Rangkan, 2012). h. 181. 
7UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014),h.22. 
8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017). 
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manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Bahwa 
hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara 
kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak 
untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak 
kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahtraan yang 
tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)  tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya”.9Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 
terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.10 
Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia 
seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan indonesia 
seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat 
dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan 
hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.11 
                                                          
 9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia 
(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017). 
10Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014),h. 2. 
11Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan anak Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 
2005). h.1 
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Pada hakikatnya anak jika sudah terjerat dalam kasus hukum tidak dapat 
melindungi sendiri hak-haknya dalam segala macam tindakan yang dapat 
menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial maupun dalam berbagai bidang 
kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi 
dirinya, dalam mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan 
peradilan pidana anak yang masih sangat asing bagi dirinya. Anak perlu 
mendapatkan perlindungan dari kesalahan dalam proses kegiatan penerapan hukum, 
yang dapat menimbulkan gangguan mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak 
dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (Legal Protection). 
Meskipun dalam Al-Quran tidak tercantum jelas mengenai perlindungan 
hak-hak Anak dalam proses peradilan anak, dikarenakan dalam Islam anak yang 
melakukanperbuatan hukum dianggap tidak mengalami suatu permasalahan. 
Tetapi secara mendasar, perlindungan anak dalam Islam dalam proses peradilan 
bisa mengambil dalil yang berhubungan untuk mengampuni segala kesalahan 
anak, Allah SWT berfirman dalam surah QS At-Taghabun/64:14: 
$ pκ š‰ r'¯≈ tƒ šÏ% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u āχÎ) ôÏΒ öΝ ä3Å_≡ uρø— r& öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρr&uρ #xρß‰tã öΝ à6 ©9 öΝ èδρâ‘x‹÷n$ sù 4 βÎ)uρ (#θ à÷è s? (#θ ßsxóÁ s? uρ 
(#ρã Ïøó s? uρ  χÎ* sù ©!$# Ö‘θàxî íΟ‹Ïm§‘ ∩⊇⊆∪ 
Terjemahannya: 
“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-
anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 
mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”.12 
 
                                                          
 12Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi) (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2010), h.1200. 
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 Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan 
suami atau Ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 
dibenarkan agama. 
 
 
 Permasalahan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan undang-undang berdasarkan apa yang 
telah diuraikan diatas, untuk itu penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul: 
“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI 
PANGKAJENE MENGENAI  KESEPAKATAN DIVERSI PERKARA ANAK 
KONFLIK HUKUM  (Pendekatan Kasusu Penetapan Nomor:2/Pid.Sus-
Anak./2017/Pn.Pkj).” 
B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasaahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana penetapan diversi terhadap perkara anak konflik hukum pada 
pengadilan negeri pangkajene? 
2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak 
melaksanakan penerapan hukum tentang diversi terhadap perkara anak konflik 
hukum di pengadilan pangkajene? 
C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis maka 
tujuan yang dicapai dalam penulisan ini yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui  alasan analisis penetapan hakim pengadilan negeri 
pangkajene mengenai kesepakatan diversi perkara anak konflik hukum 
(Pendekatan kasus penetapan nomor:2/pid.sus-anak./2017/pn.pkj) 
b. Untuk mengetahui proses analisis penetapan hakim pengadilan negeri 
pangkajene mengenai kesepakatan diversi perkara anak konflik hukum 
(pendekatan kasus penetapan nomor:2/pid.sus-anak./2017/pn.pkj) 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penulisan ini dapat 
diklasifikasikan menjadi dua, antara lain: 
a. Manfaat Praktis 
1) Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para 
penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus-kasus yang 
berkaitan dengan tindak pidana anak sehingga kedepannya praperadilan dapat 
dijadikan alat bagi para pencari keadilan.  
2) Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang 
paham terhadap dengan tindak pidana anak. 
b. Manfaat Teoritis 
1) Memberi kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan menambah 
wawasan dalam penulisan di masa depan dan sebagai bahan bacaan pada 
Perpustaakaan Fakultas Syariah Dan Hukum. 
2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perkembangan baru dalam 
pengetahuan hukum, terutama dalam bidang tindak pidana anak yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. 
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D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian  
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus  penelitian adalah 
TinjauanYuridis Penetapan HakimPengadilan Negeri Pangkajene Mengenai  
Kesepakatan Diversi Perkara Anak Konflik Hukum (Pendekatan Kasus 
Penetapan Nomor:2/Pid.Sus-Anak./2017/PN.Pkj). 
2. Deskripsi Fokus 
Sesuai dengan focus penelitian yang digunakan, dapat dideskripsikan 
berdasarkan subtansi permasaklahan serta substansi pendekatan penelitian 
yaitu TinjauanYuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene 
Mengenai Kesepakatan Diversi Perkara Anak Konflik Hukum (Pendekatan 
Kasus Penetapan Nomor:2/Pid.Sus-Anak./2017/PN.Pkj), menghasilkan 
deskripsi focus sebagai berikut: 
1. Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa inggris “Yuridicial” yang sering 
disinonimkan dengan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan 
yuridis adalah kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul scholten menyatakan bahwa  interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum. 
Adapun ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak 
yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, baik pembedaan 
perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.  
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  Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang 
inidimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman 
terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. 
Selain  itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh 
jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi 
diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.13 
2. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang 
menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan tertentu sesuai 
dengan kebijakan yang dimilikinya.14 
Diversi sebagai cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia adalah 
suatu kenyataan yuridis, sekalipun ada kesan yang sudah terpatri, secara 
terbatas peraturan perundang-undangan  memberlakukan  penggunaan 
institusi hukum pidana itu untuk perkara yang melibatkan anak sebagai 
pelaku tindak pidana, namun ada gagasan kemungkinan penggunaannya 
diperluas. Dimaksudkan dengan gagasan perluasan penggunaan atau 
ultilitas Diversi, yaitu bahwa cara penyelesaian perkara yang 
menggunakan Diversi di Indonesia nantinya tidak hanya dipergunakan 
dalam menyelesaiakan perkara anak saja 
3. Anak adalah warga Negara yang harus dilindungi karena mereka 
merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan  melanjutkan 
kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib 
                                                          
 13 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama,2013), h.27. 
14Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana (Medan: 
USU Press, 2010), h.1. 
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mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan 
pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang 
berguna bagi bangsa dan Negara. Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan  
konvensi hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang di 
klarifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 
36 Tahun 1990 kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi anak adalah 
amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus 
kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah 
masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.15 
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak yang menegaskan bahwa  anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa 
untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan 
                                                          
15http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-
perlindungan-anak/ Senin 02 April 2018 Waktu 18.50. 
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khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia 
sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the 
Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai 
kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 
masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada 
anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang 
baru, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak.16 
E. Kajian Pustaka 
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian 
yang secara sefesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa 
penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1. Dahlan Sinaga, dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Dengan 
Pendekatan Diversi”. Dalam buku ini membahas tentang Hakikat Diversi dalam 
pemeriksaan di pengadilan, Diversi dan penahanan terhadap pelaku tindak 
pidana anak, jangka waktu pelaksanaan diversi di persidangan, serta pelajaran di 
balik pelaksanaan diversi ditahap penyidikan, penuntutan, dan tahap 
pemeriksaan di pengadilan. 
                                                          
16Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan 
Anak (Yokyakarta: Pustaka Mahardika, 2017). 
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2. Jurnal Primus Adiodatus Abi Bartama, yang berjudul “Eksistensi Hukum Positif 
Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik 
Dengan Hukum”. Jurnal ini membahas tentang tindak pidana anak, Diversi 
dalam sistem peradilan pidana anak, serta keadilan Restoratif Justice. 
3. Jurnal Zaenal Abidin, yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Di 
Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Dalam jurnal ini membahas 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, 
penerapan diversi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana, 
dan tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam proses penyidikan. 
4. Marlina, dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. 
Dalam buku ini membahas tentang pengembangan konsep diversi dan restorative 
justice, peradilan pidana anak dan pelaksanaan pemidanaan peradilan pidana 
anak. 
5. Wagiati Soetodjo, dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Pidana Anak”. Dalam 
bukunya membahas tentang gejala dan timbulnya kenakalan anak serta batas 
usia pemidanaan anak, pendekata yuridis dan prosedur pemeriksaan anak, hak-
hak anak atas perlindungan hukum serta pembinaan anak. 
F. Metodologi Penelitian 
Penelitan merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Penelitian merupakan suatu aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan 
suatu pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) 
mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah 
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proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. 
Penelitian adalah sebuah proses ketika seseorang mengamati fenomena secara 
mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan  
dari data tersebut.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h.8. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum 
1. Pengertian Hukum 
Hukum adalah sebuah aturan yang tidak  bisa lepaskan dari kehidupan 
kehidupan kita sehari. Hukum adalah aturan yang memayungi  kita dari adanya 
penyalahgunaan terhadap kekuasaan, alat yang bisa digunakan untuk menegakan 
atau mencari keadilan, dan hokum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang 
tersusun dalam suatu system yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh 
manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang 
bersumber baik dari masyarakat sendiri  maupun dari sumber lain, yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi bagi masyarakat tersebut, serta benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam 
kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan 
bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.18 
Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang 
berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu 
masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.19 
 
 
 
 
                                                          
18Fadli Andi Natsif. Kejahatan HAM Perspektif  Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana 
Internasional (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.23 
19Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 43. 
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2. Tujuan Hukum 
Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum, apabila 
hendak diinventarisasi hanyalah terdapat 2 teori, yaitu teori etis dan teori 
utilitas.Kedua teori ini merupakan landasan dari teori atau pendapat lainnya, dan 
teori lainnya itu merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan teori utilitas. 
Yakni:  
a. Teori Etis 
Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk 
mewujudkan keadilan. Disebut dengan teori etis karena isi hukum semata-mata harus 
ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai mana yang adil dan mana yang tidak 
adil. Teori ini dianggap berat sebelah karena terlalu mengagungkan keadilan yang 
pada akhirnya tidak akan mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan 
umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. 
b. Teori Utilitas 
Menurut Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan 
bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai 
dengan daya guna (efektif). Teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum 
dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum.20 
 
 
 
 
                                                          
20 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia. Cet. I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2014), h. 24. 
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3. Fungsi Hukum 
Sama halnya dengan pembahasan akan tujuan hukum, pembahasan mengenai 
fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi 
adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan 
dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban 
mereka masing-masing. 
J.P Glastra Van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu: 
a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; 
b. Menyelesaikan pertikaian; 
c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu 
dengan kekerasan; 
d, Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan 
kebutuhan masyarakat; 
e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi 
fungsi diatas.21 
4. Pandangan Islam Tentang Hukum 
Al-Qur’an sebagai sumber dari segala sumber hokum yang menjadi ide dasar 
lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial 
kemasyarakatan.Beberapa firman Allah dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa 
Al-Qur’an sumber utama bagi ketentuan hukum, di atur dalam QS. An-Nisa ayat 
33/105: 
                                                          
21 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Cet, I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2014), h.26. 
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Terjemahannya: 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.22 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu 
Al-Qur’an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili 
manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela 
orang-orang yang berkhianat.Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-qur’an terdiri 
dari ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan 
untuk umat manusia. 
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi 
1. Pengertian Diversi 
Sebagaiman kita ketahui bahwa Diversi merupakan wewenang dari aparat 
penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan 
tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.23 Diversi sebagai cara 
penyelesaian perkara pidana di Indonesia adalah suatu kenyataan yuridis, sekalipun 
ada kesan yang sudah terpatri, secara terbatas peraturan perundang-undangan  
memberlakukan  penggunaan institusi hukum pidana itu untuk perkara yang 
melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, namun ada gagasan kemungkinan 
                                                          
22Yayasan Wakaf Al-Qur’an Suara Hidayatullah, Al-qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: 
PT. Lentera Jaya Abadi,2011), h.96. 
23 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Cet. l 
(Medan: USU Press, 2010), h.1. 
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penggunaannya diperluas. Dimaksudkan dengan gagasan perluasan penggunaan atau 
ultilitas Diversi, yaitu bahwa cara penyelesaian perkara yang menggunakan Diversi 
di Indonesia nantinya tidak hanya dipergunakan dalam menyelesaiakan perkara anak 
saja. 
2. Pelaksanaan Diversi di Indonesia 
 Konsep Diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep 
diversi ini muncul dalam sebuah   wacana-wacana seminar yang sering diadakan. 
Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke 
proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.24 
 UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah 
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang 
terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori25: Pertama Anak yang menjadi 
pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA berbunyiAnak yang Berkonflik 
dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana); Kedua 
Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal1 angka 4 UU SPPA 
berbunyiAnak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana); dan Ketiga Anak 
yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA berbunyi 
                                                          
24Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet. ll (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 
168. 
25 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-
dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/ Senin 02 April 2018 Waktu 20.25 
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Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri).26 
 Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban 
dan Anak Saksi.Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan 
perlindungan hukum.Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak 
terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan 
menghadapi sistem peradilan pidana. Berikut pelaksanaan Peradilan pidana anak 
yaitu: 
a. Lembaga Kepolisian 
Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan pemerintah dan lembaga  
Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi 
darurat, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pasal 64 mengatakan 
bahwa perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan martabatnya dan hak-haknya, penyediaan petugas 
pendamping khusus anak sejak dini saat anak berkonflik denganej hukum, 
penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk 
kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk 
mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari 
                                                          
26Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang SistemPeradi Anak 
(Yokyakarta: Pustaka Mahardika, 2017). 
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pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindarkan anak dari 
labelitas.27 
b. Lembaga Kejaksaan 
Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian sangat serius tindak 
pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke 
proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapat laporan dari penyidik 
tentang kasusnya maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus 
tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana 
tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pemimpin, selanjutnya pemimpin 
akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan 
tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan 
sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan.28 
c. Lembaga Pengadilan 
Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif 
dicerminkan dengan ketentuan hakimyang menyidangkan perkara anak diangkat 
secara khusus, artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian 
kekhususan  juga terletak pada acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak 
boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di 
persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping. Pendamping tersebut 
                                                          
27Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet. II (Bandung: PT. Refika Aditama, 
2012), h. 169. 
28Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,Cet. II (Bandung: PT. Refika Aditama, 
2012), h.173. 
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bukan pengacara, melainkan lembaga, dan proses persidangan tertutup serta 
pemeriksaan dengan hakim tunggal.29 
3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Divesri 
Pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru. 
Pelaksanaan diversi di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yaitu: 
a. Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi 
Definisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan 
dimana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas 
terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat  disebut diversi. Setiap pelanggaran 
yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat 
penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum atau pidana terhadapnya. 
Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakannya sesuai 
dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversi adalah salah satu di antara 
kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal. 
b. Batasan Kebijakan Aparat Pelaksana Diversi 
Aparat harus mengetahui pengertian dan tujuan dari diversi itu sebelum 
melakukan diversi. Apabila aparat  melakukan diversi sebagai tugas maka aparat 
harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan diversi, bila 
tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. 
Akibatnya masyarakat akan menghindari proses diversi, karena beranggapan ada 
                                                          
29Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet. II (Bandung: PT. Refika Aditama, 
2012), h .175. 
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ketimpangan dalam pelaksanaannya dan diversi sebagai kesewenang-wenangan 
aparat dalam menerjemahkan kekuasaannya.30 
c. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aturan Pelaksanaan Diversi 
Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting.Dengan 
aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan 
suatu tindakan. Pada kasus anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting 
diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi 
terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, 
politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat.31 
4. Tujuan dan Manfaat Diversi 
Latar belakang pelaksanaan diversi yakni keinginan menghindari efek negativ 
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistemp peradilan 
pidana.Pelanggar hukum diberikan suatu kesempatan agar menjadi orang yang baik 
kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan pihak-pihak terkait.Diversi 
berupaya memberikan keadilan kepada perkara anak yang telah terlanjur melukukan 
tindak pidana dan perkara itu sampai pada aparat penegak hukum.Keadilan tersebut 
diperoleh dari sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh 
sanksi atau tindakan yang tepat. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian 
antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, 
                                                          
30Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet. II (Bandung: PT. Refika Aditama, 
2012), h. 179. 
31 h. 180. 
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menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat dalam 
berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.32 
5. Jenis-Jenis Diversi 
Diversi dalam sistem peradilan anak secara garis besar terdiri dari 2 jenis 
yakni: 
a. Diversi dengan persetujuan korban. 
Diversi yang wajib diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim 
dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 
(Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi 
dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, 
korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, 
dan pekerja sosial professional. Dalam hal diperlukan, dalam proses diversi juga 
dapat dihadirkan tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. 
b. Diversi tanpa persetujuan korban 
Adalah kesepakatan diversi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan korban 
dan keluarga, anak korban, dalam hal tindak pidana yang dilakukan berupa 
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian 
korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.Diversi untuk 
menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak 
                                                          
32Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak (Yokyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h.1. 
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korban ini dilakukan penyidik bersama anak dan/atau keluarganya, dan pembimbing 
kemasyarakatan serta dalam hal diperlukan dapat melibatkan tokoh masyarakat.33 
C. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
Anak adalah warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan 
generasi bangsa yang di masa mendatang akan  melanjutkan kepemimpinan bangsa 
Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti 
sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh 
menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara.  
Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan  konvensi hak anak (Convention on the 
Rights of the Child) yang di klarifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang sistem peradilan pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-
prinsip umum perlindungan anak.34 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut 
hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara nasional 
definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah 
seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.  
 
                                                          
33Primus Adiodatus Abi Bartama,  Jurnal Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi 
Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflikn Dengan Hukum (Universitas Adma Jaya 
Yokyakarta, 2015) h. 5. 
34 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Cet.l (Yokyakarta: Nusa 
Media, 2017), h. 45.  
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2. Perbuatan Dilinkuen 
Sama halnya pengertian anak, pengertian dilinkuen juga belum 
seragam.Istilah dilinkuen berasal dari delinquency, yang diartikan dengan kenakalan 
anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau 
delinquency dijumpai bergandengan dengan kata juvenile, dikarenakan delinkuensi 
erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata delinquent act diartikan perbuatan yang 
melanggar norma dasar dari masyarakat. 35Di Indonesia menurut undang-undang No. 
3 Tahun 1997 tentang pidana atau anak yang melakukan perbuatan  yang dinyatakan 
terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan 
hukum lain yang hidup dan beraku dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Berdasarkan definisi delinkuensi di atas disimpulkan, delinkuensi adalah 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat-istiadat atau norma-norma 
hukum, atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau 
Negara dimana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti social dan atau 
melawan hukum.36 
3. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) 
Untuk lebih memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak, perlu 
diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong 
anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar  belakang dilakukannya 
perbuatan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan 
                                                          
35 Marlina, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Cet. l (Medan: Refika 
Aditama, 2009), h. 37. 
36Marlina, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Cet. l (Medan: Refika 
Aditama, 2009), h.41. 
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motifasi  itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak 
sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.37 
Bentuk motivasi itu ada 2 (dua) macam yaitu, motivasi instrinsik dan 
ekstrinsik.Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan 
pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan 
motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. 
a. Faktor-faktor Instrinsik Kenakalan Anak 
1) Faktor Intelegentia 
Anak-anak delinquent ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal 
lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah 
rendah).Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, 
mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.38 
2) Faktor Usia 
 Menurut Stephen Hurwitz “Usia adalah faktor yang paling penting dalam 
sebab-musabab timbulnya kejahatan”. Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara 
konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang 
penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.39 
 
 
3) Faktor Kelamin 
                                                          
37Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cet ll, (Bandung: Refika  Aditama, 2008), h. 16
   
38 h. 17. 
  
39 h. 18. 
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Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, 
tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi 
kualitas kenakalannya. 
4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga 
Yang dimaksud dengan kedudukan anak anak dalam keluarga adalah 
kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya 
anak pertama, kedua dan seterusnya.40 
Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creeft telah menyelidiki 
200 orang anak napi (nara pidana) kemudian menyim,pulkan bahwa, kebanyakan 
mereka berasal dari extreeme position in the family, sedangkan hasil penyelidikan 
yang dilakukan oleh Glueck di Amerikat serikat dimana didapatkan data-data yang 
menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan 
keempat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% diantaranya adalah anak ketiga dan 
keempat 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan 
yang dilakukan oleh Noacht terhadap deliquency dan kriminalitas di Indonesia, 
dimana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan deliquency dan 
kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan/atau anak tunggal atau oleh anak wanita 
atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). 
Hal ini dapat dipahami karena anak tunggal sangat dimanjakan dapat 
dipahanmi karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya 
dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan 
dan segala permintaannya di kabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan 
                                                          
40Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cet. II, h. 19. 
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menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul 
konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh 
anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan cenderung 
mudah berbuat jahat.41 
b. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak  
Motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak meliputi: 
1) Faktor Keluarga 
 Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan 
pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok 
masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat 
dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. 
Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam 
perkembangan anak. 
 Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delikuensi 
dapat berupa keluarga yang tidak normal (Broken Home) dan keadaan 
jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan. Keadaan keluarga 
yang tidak normal bukan hanya terjadi pada Broken Home, akan tetapi 
dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya Broken 
Home Semu (Quasi Broken Home) ialah kedua orang tuanya masih utuh, 
tetapi karena masing-masing anggota keluarga (Ayah dan Ibu) 
                                                          
41Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak Cet. II, h. 20. 
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mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat 
memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.42 
 Pada dasrnya kenakalan anak yang di sebabkan karena broken home 
dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam broken 
homecara mengatasi agar anak tidak delinquent ialah orang tua yang 
bertanggungjawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu 
memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa 
seolah-olah tidak pernah kehilangan kasih saying ayah dan ibunya. 
Disamping itu, keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi pula 
sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan 
yang melanggar hukum. 
2) Faktor Pendidikan Dan Sekolah 
 Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa 
anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas 
pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan  maupun pendidikan 
tingkah laku (character). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak 
secara tidak langsung menunjukan kurang berhasilnya sistem pendidikan 
di sekolah-sekolah. 
 Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua 
setelah lingkungan keluarga bagi anak.Selama mereka menempuh 
pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, 
juga interaksi antara anak dengan guru.Interaksi yang mereka lakukan di 
                                                          
42Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cet. II, h. 21. 
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sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negative bagi 
perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen.43 
3) Faktor Pergaulan Anak  
 Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh 
lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks 
kulturnya.Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak 
kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan 
eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam.Mereka 
lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah 
dilinkuen sifatnya. 
 Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi 
oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh 
yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai 
produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan 
hukum farmal. Anak-anak ini menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari 
transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang 
menekan dan memaksa sifatnya. 
4) Pengaruh Mass-Media 
 Pengaruih massa media tidak kalah besarnya tidak kalah besarnya 
terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yangb tertanam 
pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena 
pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film 
                                                          
43Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak Cet. II,  h. 22. 
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 .Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan 
yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi 
mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang 
berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks 
terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negative 
terhadap perkembangan jiwa anak.44 
4. Pandangan Islam Tentang Anak 
  Adapun ayat yang menjelaskan tentang perbuatan anak sebagaimana dalam 
firman Allah SWT QS.at-Tahrim/66:6 
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 Terjemahannya: 
 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.45 
Ayat diatas member tuntunan kepada kaum beriman bahwa: “hai orang-orang 
yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani nabi, dan 
pelihara juga keluarga kamu yakni isteri, anak-anak, dan seluruh yang berada di 
bawah tanggung jawab kamu dengan mendidik dan membimbing mereka agar kamu 
                                                          
44Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak Cet. II, h. 24. 
45Yayasan Wakaf Al-Qur’an Suara Hidayatullah, Al-qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: 
PT. Lentera Jaya Abadi, 2011), h. 561. 
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semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang 
kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala”.  
Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula di 
rumah.Walau secara radiksional tertuju kepada kaum pria (Ayah), tetapi itu bukan 
berarti hanya tertuju kepada mereka.Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki 
(ibu dan ayah) sebagaimana dengan ayat-ayat yang serupa misalnya ayat yang 
memerintahkan puasa yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan.Ini berarti 
kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-
masing sebagaimana masing-masing bertanggungjawab atas kelakuannya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. 
Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan 
data yang menunjang masalah yang akan diteliti. Jenis Penelitian yang 
digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah 
penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, 
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang 
dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di 
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan 
data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian 
menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah. 46 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan penelitian dengan 
memilih penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene. 
 
                                                          
46Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek  (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian, dalam 
rangka pendekatan pada objek yang akan diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifiknya pada penelitian  ini adalah  penelitian yuridis normatif. 
Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang yang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang 
bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pakar, narasumber (Hakim) dan pihak-pihak (Orang tuia/wali anak) 
yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
penelitian kepustakaan (Library risearch) baik dengan teknik pengumpulan 
dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel internet, serta 
dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
a. artikel ilmiah dan lainnya. 
b. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu 
melalui metode penelitian kepustakaan (Library riserach) dan metode 
penelitian lapangan (Field riserach). 
a. Metode penelitian ke perpustakaan (liberary research), merupakan penelitian 
yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca 
dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. 
b. Metode penelitian lapangan (Field risearch), yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, 
melakukan teknik interview(wawancara) yakni peneliti melakukan tanya 
jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan materi 
pembahasan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat ini memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, 
dokumen dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data 
dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik pengelolahan dan analisis 
1. Teknik pengelolahan data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses 
mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat 
penelitian. Metode pengolahan data dan penelitian ini adalah: 
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a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 
keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
b. Koding data adalah penyesuaian dalam melakukan penelitian 
keperpustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkalan 
pada permasalahan dengan cara member kode-kode tertentu pada tiap data 
tersebut. 
2. Analisis data 
Data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam data primer maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 
analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang 
diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan 
menggabungkan antara peraturan-peraturan yuris prudensi, buku-buku ilmiah 
yang berhubungan dengan topik yang diteliti. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi 
sebagai berikut: 
1. Deskriftif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
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BAB IV 
 
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI 
PANGKAJENE MENGENAI  KESEPAKATAN DIVERSI PERKARA ANAK 
KONFLIK HUKUM (Pendekatan Kasus Penetapan Nomor:2/Pid.Sus-
Anak./2017/PN.Pkj) 
 
A. Profil Lokasi Penelitian 
Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene 
Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di 
ProvinsiSulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 1.112,29 km², tetapi setelah diadakan analisis bersama 
Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 Km² dengan luas 
wilayah daratan 898,29 Km² dan wilayah laut 11.464,44 Km². Berdasarkan letak 
astronomi, Kabupaten pangkajene, dan kepulauan berada pada 11.00’ Bujur Timur, 
dan 040. 40’ – 080. 00’ Lintang Selatan. 
Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene, dan 
Kepulauan12.362,73 Km2 (setelah diadakan analisis Bakosurtanas) untuk wilayah 
laut seluas 11.464,44 Km2, dengan daratan seluas 898,29 Km2, dan panjang garis 
pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang 
dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 
kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan 
terletak di wilayah kepulauan.47 
Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan 
adalah sebagai berikut : 
                                                          
47www.pn-pangkajene.go.id 08/Agustus/2018/ 20.30 WITA.  
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan 
Madura, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. 
Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur 
wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu : 
1. Wilayah Daratan 
Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan 
Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah 
sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah 
daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan 
terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, 
marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu 
menembah pendapatan daerah. 
Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan 
Minasate’ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan 
Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ballocci, 
Kecamatan Tondong Tallasa. 
2.  Wilayah Kepulauan 
Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan 
merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen 
41 
 
untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan 
memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih 
optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, 
dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu : Kecamatan Liukang Selatan, Kecamatan 
Liukang Utara, Kecamatan Liukang Tangaya, dan Kecamatan Liukang 
Kalmas. 
B. Sejarah  Pengadilan Negeri Pangkajene 
Bahwa sebelum Perang Dunia II daerah Kabupaten dati II Pangkajene dan 
Kepulauan yang Ibukotanya disebut Pangkajene, belum terbentuk Pengadilan 
Negeri oleh karena pada waktu itu Daerah Pangkajene masuk dalam wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar (sekarang Kotamadya makassar) dan 
Pengadilan Negerinya disebut “ Landraad” Makassar.Pada Tahun 1943 semasa 
Pemerintahan jepang barulah Pengadilan Negeri Pangkajene terbentuk dengan 
Bantuan Masyarakat setempat, menempati Kantor yang bersifat sementara atau 
pinjaman yang berlokasi di Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Pangkajene dan 
Kepulauan dengan Ketuanya yang Pertama Bernama: Thio Tjong Goon dengan 
jumlah Pegawai sebanyak 7 Orang.Bahwa dalam situasi dan kondisi Daerah 
yang Masih serba Kekurangan maka Pengadilan Negeri Pangkajene sering 
berpindah-pindah kantor disekitar kota Pangkajene, bahkan Kantor Pengadilan 
Negeri Pangkajene pernah Berkantor di Asrama Polisi Pangkajene dengan Ketua 
Pengadilan Negeri yang berturut-turut sebagai berikut: 
• Haryono, SH (2003 - 2006) 
42 
 
1. Januarso Rahardjo, SH (2006 - 2007) 
2. Achmad Rivai, SH (2009 - 2011) 
3. Sigid Triono, SH. MH. (2011 - 2012) 
4. H. Rusdianto Loleh, SH. MH. (2013 - 2016) 
5. H. Hasanur Rachmansyah Arif, SH. M.Hum (2016 - 2017) 
Bahwa pada tahun anggaran 1972/1973, barulah Pengadilan Negeri Pangkajene 
memiliki gedung permanent yang kini sudah rusak berat dan di tempati pegawai 
Pengadilan Negeri Pangkajene setelah itu di bangun Gedung Kantor Pengadilan yang 
berlantai dua pada tahun 1985 yang berlokasi di JL.Sultan Hasanuddin No. 38 
Pangkajene yang di Resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 
H.Soekotjo, SH pada tanggal 5 Mei 1986. 
Bahwa pada Tahun Anggaran 1991/ 1992 Pengadilan Negeri Pangkajene 
memdapat tambahan gedung Kantor Untuk Ruangan Panitera Pengganti dan ruangan 
Arsip, sehingga Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene pada saat itu telah Dapat 
menampung Penataan yang cukup memadai terhadap para Pegawai. Bahwa pada 
Tahun aggaran 2002, Pengadilan Negeri Pangkajene mendapat tambahan gedung 
Kantor untuk Ruangan Pertemuan Dharmayukti, Ruang Koperasi dan Ruang 
Mushallah. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene pada saat ini diketuai oleh FARID 
HIDAYAT SOPAMENA, SH. MH.48 
 
 
                                                          
48 www.pn-pangkajene.go.id 08/Agustus/2018/ 20.30 WITA. 
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C. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkajene  
1. Ketua: 
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 
rutin/pembangunan 
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun 
seluruh karyawan 
c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan 
atas :-Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan 
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; -
Masalah-masalah yang timbul;-Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, 
pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;-Masalah 
eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 
dilaporkan kepada Mahkamah Agung 
d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta 
berkas perkara 
e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak 
mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa 
membayar biaya perkara). 
2. Wakil Ketua Pengadilan: 
a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 
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b. Mewakili ketua bila berhalangan 
c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua 
d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku 
serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 
3. Hakim 
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, 
hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi 
hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat 
dan biaya ringan. 
4. Panitera 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan 
surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis, 
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; pelaksananaan pengelolaan 
administrasi perkara pidana; pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 
pelaksananaan   pengelolaan   administrasi   perkara, penyajian data perkara, dan 
transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN 
dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan  berdasarkan peraturan 
dan perundang- undangan ,minutasi,   evaluasi   dan   administrasi Kepaniteraan; 
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pelaksanaan mediasi; pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
5. Panitera Muda Perdata 
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara 
di bidang perdata 
Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Muda Perdata melaksanakan fungsi:  
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 
perdata,  
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; pelaksanaan 
distribusi perkara yang   telah diregister untuk diteruskan   kepada   Ketua   
Majelis   Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 
Ketua Pengadilan,  
c. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 
diminutasi,  
d. pelaksanaanpemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 
yang tidak hadir,  
e. pelaksanaan   penyampaian   pemberitahuan   putusan tingkat banding, kasasi, 
dan peninjauan kembali kepada para pihak; 
f.  pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan peninjauan kembali;  
g. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya   hukum   
kepada   para   pihak   dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan 
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kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; pelaksanaan penerimaan 
konsinyasi,  
h. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan 
berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap,  
i. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 
kepada Panitera Muda Hukum; 
j. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; pelaksanaan fungsi lain 
yang diberikan oleh Panitera. 
6. Panitera Muda Pidana 
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara 
di bidang pidana 
Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana melaksanakan fungsi:  
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, 
pelaksanaan registrasi perkara pidana;  
b. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan 
kepada termohon 
c. pelaksanaan distribusi perkara yang   telah diregister untuk   diteruskan   
kepada   Ketua   Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis 
Hakim dari Ketua Pengadilan,  
d. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan     
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;  
e. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan 
dari penyidik;  
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f. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 
diminutasi; 
g. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 
yang tidak hadir;  
h. pelaksanaan   penyampaian   pemberitahuan   putusan tingkat banding, kasasi 
dan peninjauan kembali kepada para pihak;  
i. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 
banding, kasasi dan peninjauan kembali; pelaksanaan pengawasan 
terhadap pemberitahuan isi putusan upaya   hukum   kepada   para   pihak   
dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi 
dan Mahkamah Agung;  
j. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 
Umum dan Terdakwa;  
k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; pelaksanaan penyimpanan 
berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 
kepada Panitera Muda Hukum; 
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
7. Panitera Muda Hukum 
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Hukum melaksanakan fungsi : 
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a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, 
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 
berkaitan dengan transparansi perkara. 
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan darimasyarakat, hubungan 
masyarakat; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
8. Panitera Pengganti 
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan 
kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan 
9. Sekretaris 
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pangkajene mempunyai tugas melaksanakana 
pemberian dukungan di bidang administrasi, oparasi, keuangan, sumber daya 
manusia, serta sarana dan parasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkajene. 
adapun fungsi Kesekretariatan adalah menyelenggarakan  : 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran  
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian 
c. Pelaksanaan Urusan Keuangan 
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana 
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic 
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f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, 
keamanan, keprotokolan dan perpustakaan dan 
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 
pelaporan di lingkungan Kesekrtariatan Pengadilan Negeri Pangkajene 
10. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat 
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan 
perpustakaan serta pengelolaan keuangan. 
11. Kepala sub - Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana 
12. Kepala sub - Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
Mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan 
anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta   pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 
13. Jurusita 
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 
Hakim Ketua Majelis. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, 
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, Jurusita 
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, Jurusita membuat 
berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak 
terkait.49 
                                                          
49www.pn-pangkajene.go.id 08/Agustus/2018/ 20.30 WITA. 
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Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkajene antara lain: 
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Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Bapak Hakim Fajar Pramono, SH. 
MH,  50terkait penetapan diversi  terhadap anak  diatur dalam  PP Nomor 65 
Tahun  2015, mengenai kategori anak yang diatur dalam  Pasal 1 angka 3, 4,  
dan 5 yaitu; 
a.  Anak sebagai pelaku tindak pidana 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 
18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
b. Anak sebagai korban 
Adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan 
oleh tindak pidana. 
c. Anak sebagai saksi 
Adalah  anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
D. Syarat- syarat Perkara Diversi 
 Adapaun Syarat- syarat perkara apa yang dilakukan diversi yaitu diatur dalam 
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 yaitu: 
                                                          
50Fajar Pramono, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, wawancara tanggal 14 
Agustus 2018). 
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(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 
Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan: 
a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan 
b. Bukan merupakan penguangan tindak pidana. 
Diversi itu diatur hanya untuk ancaman hukuman dibawah 7 tahun, jika diatas 
7 tahun tidak dapat dilakukan diversi atau pengulangan tindak pidana artinya apabila  
si anak melakukan tindak pidana yang sudah berulang  maka sudah tidak dapat 
dilakukan diversi.  
Adapun tahapan tingkatan Pelaksanaan Diversi yakni: 
a. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan 
b. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan 
c. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Pengadilan  
E. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Mengenai Kesepakatan 
Diversi Perkara Anak Konflik Hukum (Pendekatan Kasus Penetapan 
Nomor:2/Pid.Sus-Anak./2017/PN.Pkj) 
Penetapan adalah  proses, cara, perbuatan, menetapkan, penentuan, 
pengangkatan jabatan dan sebagainya, serta ketetetapan yang tertulis yang 
dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan juga berarti 
tindakan sepihak menetukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.  
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Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses diluar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 
2012). Berdasarkan pengertian tersebut, pelaksanaan Diversi oleh penegak 
hukum didasari oleh kewenangan penegak hukum yang disebut discretion atau 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi diskresi. 
Dalam  hal ini, penulis membahas penetapan diversi terhadap perkara anak 
konflik hukum pada Pengadilan Negeri Pangkajene dalam Studi Kasus 
Pendekatan Kasus Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pkj, tersangka  
melanggar Pasal 80 ayat ( 1) UU R.I No. 35 tahun 2014, perubahan atas UU R.I 
No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, dengan posisi kasus sebagai 
berikut: 
d. Posisi Kasus  
Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 jam 13.30 wita, di jalan Bolu 
Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangakjene Kabupaten pangkep tepatnya 
didepan rumah saudari Nur Alifah Sabna Muhras alias Mabel telah terjadi 
tindak pidana kekerasan (penganiayaan) terhadap anak dibawah umur, 
dengan cara saudara tersangka Muhammad Imran Nur Alias Ian Bin Tajuddin 
Nur bertemu dengan saudara Nur Rizky Saputra alias Eki, kemudian saudara 
Muhammad Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur mengatakan “masih 
mauko sama Farah” dan ia menjawab “ ambilmi” dan saudara Muhammad 
Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur mengatakan “betulko” dan saudara 
Muhammad Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur mengatakan kepada 
saudari Farah “pilihko Farah siapa nupilih saya atau Eki” dan saudari Farah 
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menjawab “ enda mauma sama kamu Ian” dan saudara Ian mendekatinya dan 
ia mengatakan “kenapai maoko memukul ko tambah panjang masalah” dan 
saudara Ian mengatakan “ io banyak ji temanku” kemudian menjawab “ kau 
ji” dan disitulah awal saudara Muhammad Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin 
Nur melakukan penganiayaan terhadapnya dengan cara mencekik lehernya 
dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan membalikkan 
badannya kemudian saudara ian menusuk leher sebelah kanannyaa dengan 
menggunakan gunting yang diambil dari saku atau kantong celananya 
sebanyak 1 (satu) kali, dan berusaha menghindar dengan menundukkan 
kepalanya dan melindunginya dengan kedua tangannya kemudian saudara Ian 
kembali menusuk tangan sebelah kanannya tepatnya dibagian lengan bagian 
depan sebanyak 1 (satu) kali dan legan bagian belakang sebanyak 1(satu) kali 
dan menusuk kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu ia 
berhasil melarikan diri, sehingga akibat penganiayaan tersebut, saudara Nur 
Rizky Saputra alias Eki mengalami luka robek pada leher sebelah kanan, luka 
robek pada bagian depan, luka robek pada lengan bagian belakang, dan luka 
robek pada kepala bagian belakang, dan mendapat perawatan di RSUD 
Pangkep. 
Akibat dari perbuatan tersangka Muhammad Imran Nur alias Ian Bin 
Tajuddin Nur, korban Nur Rizky Saputra Bin Ir. Chaerul Hanafin mengalami 
luka robek pada kepala samping, kiri belakang dengan ukuran panjang 2,5 
cm, luka robek pada leher samping kanan dengan ukuran panjang 2 cm, luka 
lengan kanan bawah dan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. 
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Berdasarkan penetapan hakim mengenai kesepakatan diversi perkara 
anak konflik hukum (Pendekatan Kasus Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Pkj telah  menetapkan sebagai berikut: 
1. Laporan dari Hakim, Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pkj, tanggal 12 
Juli 2017, Perihal Diversi dalam perkara Anak Korban dengan Anak; 
         Nama Lengkap  : Muhammad Imran Nur alias Ian Bin    
Tajuddin Nur 
Tempat lahir  : Segeri; 
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 12 Mei 1999; 
Jenis Kelamin  : Laki-laki; 
Kebangsaan  : Indonesia; 
    Tempat tinggal  : Perumahan Golkar, Kelurahan Bonto Kio, 
kecamatan Minasantene, Kabupaten Pangkep; 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar; 
2. Berita Acara Diversi Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pkj, tanggal 12 
Juli 2017; 
3. Kesepakatan Diversi tanggal 12 Juli 2017; 
 
Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 12 Juli 2017, antara 
Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 12 Juli 2017, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
    Pasal 1 
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Pihak anak Muhammad Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur dan 
orang tuanya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya kemudian meminta maaf kepada pihak anak 
korrban atas nama Nur Rizky Saputra Bin Ir. Chaeril Hanaping dan orang tua 
anak korban 
    Pasal 2 
Pihak anak korban atas nama Muhammad Imran Nur alias Ian Bin 
Tajuddin Nur Rizky Saputra Bin Ir. Chaeril Hanaping dan orang tuanya 
mengatakan menerima permohonan maaf dari pihak anak atas nama 
Muhammad Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur dan orang tuanya dan 
bersedia untuk tidak membalas perbuatannya. 
    Pasal 3 
Pihak anak Muhammad Imran Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur dan 
orang tuanya serta pihak anak korban atas nama Nur Rizky Saputra Bin Ir. 
Chaeril Hanaping dan orang tuanya bersedia mematuhi segala isi perdamaian 
ini. 
    Pasal 4 
Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi pihak anak Muhammad Imran 
Nur alias Ian Bin Tajuddin Nur maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam 
proses persidangan. 
    Pasal 5 
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsure paksaan, 
kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. 
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Menimbang, kesepakatan Diversi tersebut telah memenui dan tidak 
bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, 
kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak,atau 
memuat itikad tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan  
Mengingat ketetuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU No, 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 55 ayat 2 PP No. 65 Tahun 
2015, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang bersangkutan. 
    MENETAPKAN: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim; 
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi; 
3. Memerintahkan Hakim untuk mengelurkan Penetapan Penghentian 
pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ 
sepenuhnya. 
4. Memerintahkan Penuntut Umum  untuk bertanggung jawab atas 
barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ 
sepenuhnya. 
5. Memerintahkan agar barang bukti: 
- 1 (satu) buah gunting stainless steel warna putih yang gagangnya 
lepas dan patah berwarna merah; 
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita 
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6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada 
Penyidik Anak/ Penunut Umum/ Hakim, pembimbing 
Kemasyarakatan, Anak/ orang tua dan para saksi. 
4. Analisa Penulis 
Dari Penetapan Hakim diatas berdasarkan fokus penelitian 
pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Pangkajene menurut penulis sudah  
relevan dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak nomor 11 Tahun 2012, yang dimana Relevansinya untuk 
mengcover anak, tujuannya untuk melindungi anak. Sebagaimana dalam 
Pasal 52 Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim 
untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 
berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi 
paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua Pengadilan  Negeri sebagai 
Hakim. Dalam hal  proses Diversi  berhasil mencapai kesepakatan,  maka 
Hakim  menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi 
kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Selebihnya dari 
penjelasan tersebut sudah jelas bahwa penetapan pengadilan sangat mengikat, 
oleh Undang-Undang dan turunan hukum pemerintah dan harus sepenuhnya 
untuk dilaksanakan.  
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F. Penerapan Sanksi Yang Diberikan Kepada Pihak Yang Tidak 
Melaksanakan Penetapan Hukum Tentang  Diversi Terhadap Perkara Anak  
Konflik Hukum Di Pengadilan Pangkajene 
Apabila ada salah satu dari pihak keluarga korban ataupun pelaku yang 
tidak ingin melaksanakan atau menolak Diversi  maka tahap atau proses 
persidangan berlanjut. Setelah penetapan diterima dari pengadilan, maka dalam 
jangka waktu paling lama 3 hari penuntut umum memanggil dan meminta para 
pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Pelaksanaan kesepakatan diversi 
dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam  kesepakatan 
diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikit: 
a. Dalam  hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti 
kerugian atau pengembalian kepada keadaan semula, kesepakatan 
diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati 
ddalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. 
b. Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya 
kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang- 
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepaktan Diversi 
dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat 
diperpanjang  1 ( satu) kali paling lama 3 bulan. 
 
Setelah diberikan waktu untuk melaksanakan hasil dan kesepakatan 
diversi atau melaksanakan tidak sepenuhnya maka penuntut umum 
melimpahkan perkara anak ke Pengadilan sesuai dengan Undang- undang 
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Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sehingga anak dihadapkan dengan 
hukum formal dengan Undang- Undang Peradilan anak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Setelah melalui rangkaian pembahasan tentang Penetapan Hakim 
Pengadilan Negeri Pangkajene mengenai kesepakatan  Diversi  perkara anak, 
maka dapat ditari kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penetapan Diversi Terhadap Perkara Anak Konflik Hukum Pada 
Pengadilan Negeri Pangkajene (Pendekatan Kasus Penetapan Nomor : 
2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pk)j yaitu dalam Pasal 52 Ketua pengadilan 
wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara 
Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari 
penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari 
setelah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Dalam 
hal proses Diversi  berhasil mencapai kesepakatan,  maka Hakim  
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada 
ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Selebihnya dari 
penjelasan tersebut sudah jelas bahwa penetapan pengadilan sangat 
mengikat, oleh Undang-Undang dan turunan hukum pemerintah dan harus 
sepenuhnya untuk dilaksanakan.  
2. Penerapan Sanksi Yang Diberikan Kepada Pihak Yang Tidak 
Melaksanakan Penetapan Hukum Tentang Diversi Terhadap Perkara 
Anak Konflik Hukum di Pengadilan Pangkajene yaitu apabila ada salah 
satu dari pihak keluarga korban ataupun pelaku yang tidak ingin 
melaksanakan atau  menolak Diversi  maka tahap atau proses persidangan 
 
61 
62 
 
berlanjut. Setelah penetapan diterima dari pengadilan, maka dalam jangka 
waktu paling lama 3 hari penuntut umum memanggil dan meminta para 
pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. 
B. Implikasi Penelitian 
Lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menjadi paying hukum dalam melakukan 
penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum 
dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses Diversi 
dalam undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap 
perkara pidana anak. 
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